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Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak (WP) di Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada sosialisasi dan
edukasi perpajakan, pelayanan fiskus, pemeriksaan pajak, dan sanksi
perpajakan. Latar belakang masalah adalah rendahnya tingkat kepatuhan
pajak di Indonesia, yang berdampak pada kemampuan negara dalam
mendanai pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dengan survei kuesioner yang disebarkan kepada WP Orang Pribadi (OP) di
Kecamatan Singosari, Malang, Indonesia, dan di Melaka, Malaysia. Analisis
data dilakukan menggunakan regresi untuk mengidentifikasi pengaruh
variabel-variabel independen terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi perpajakan serta pelayanan
fiskus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
di kedua negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa teori perilaku

tax inspection. terencana (Theory of Planned Behavior) kurang tepat digunakan untuk

variabel tersebut, dan sebaiknya digantikan dengan teori difusi-inovasi
yang lebih relevan. Di sisi lain, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak
terbukti memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Kesimpulannya, pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan
kepatuhan pajak adalah dengan memperkuat ancaman sanksi dan
intensitas pemeriksaan pajak.

ABSTRACT

This study examines the factors influencing tax compliance among individual taxpayers in Indonesia and
Malaysia, focusing on tax socialization and education, tax services, tax audits, and tax sanctions. The
background issue is the low tax compliance rate in Indonesia, which affects the government's ability to fund
development. This research employs a quantitative method, utilizing a survey distributed to individual
taxpayers in Singosari, Malang, Indonesia, and Melaka, Malaysia. Data analysis was conducted using
regression to identify the influence of independent variables on tax compliance. The findings reveal that tax
socialization and education, as well as tax services, do not have a significant impact on tax compliance in
both countries. These results suggest that the Theory of Planned Behavior may not be appropriate for these
variables, and the Diffusion of Innovations theory might be more relevant. On the other hand, tax sanctions
and audits are shown to have a significant effect in enhancing tax compliance. In conclusion, a more effective
approach to improving tax compliance is by reinforcing the threat of sanctions and the intensity of tax
audits.
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1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang dihimpun melalui pembayaran
yang dikenakan pada wajib pajak (WP) individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Pajak yang dikumpulkan
ini akan digunakan oleh negara untuk mendanai tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, seperti
pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan program-program pemerintah
lainnya. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Meskipun D]P telah
mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, data menunjukkan
bahwa rasio pajak Indonesia tetap rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Masalah ini
penting untuk diteliti karena rendahnya kepatuhan pajak dapat berdampak langsung pada kemampuan
negara untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Rendahnya kepatuhan WP di Indonesia dapat
dilihat dari berbagai perilaku, seperti lupa membayar pajak, sengaja tidak melaporkan pajak dengan benar,
atau merasa terbebani dengan kewajiban pajak. Perilaku ini menjadi fokus penelitian ini terkait dengan
kepatuhan wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya
memberikan edukasi dan layanan terkait perpajakan, serta menerapkan program pengampunan pajak
dengan harapan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP. Namun, program-program ini belum
sepenuhnya berhasil, terbukti dari rasio pajak yang tetap rendah. Menurut Fermatasari (2013),
pengetahuan pajak merupakan informasi yang digunakan WP sebagai dasar untuk bertindak, mengambil
keputusan, dan menentukan strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran WP
atas fungsi pajak sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu,
masyarakat harus aktif dalam menghitung besarnya pajak terutang dengan benar, serta melaporkannya
melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-
Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009.

Kepatuhan pajak adalah perilaku di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak-hak perpajakannya. Menurut Nurmanti dan Cahyonowati (2016), terdapat dua macam
kepatuhan perpajakan: kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merujuk pada perilaku
di mana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang,
sementara kepatuhan materiil berarti WP secara substansial memenuhi semua ketentuan materiil
perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. DJP memiliki strategi tersendiri untuk
membangun kepatuhan pajak WP yang berbasis risiko, yang disebut dengan Compliance Risk Management
(CRM). Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/P]/2019, CRM adalah proses pengelolaan
risiko kepatuhan pajak secara menyeluruh, yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi
atas risiko kepatuhan WP. Pengklasifikasian WP berdasarkan tingkat risiko kepatuhan merupakan salah
satu langkah untuk menangani WP yang memiliki risiko tinggi dengan pemeriksaan pajak, sementara WP
yang patuh hanya akan diberikan penyuluhan terkait perpajakan.

Penelitian ini melihat dari sudut pandang fiskus untuk memahami profil WP Orang Pribadi (OP)
melalui metode profiling. Profiling adalah proses pemetaan dan pencatatan yang menghasilkan informasi
terkait sifat WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan pendekatan tipologi. Tipologi
biasanya digunakan dalam psikologi untuk mengelompokkan kepribadian, dan dalam konteks perpajakan,
digunakan untuk menggambarkan dan mengelompokkan tanggapan serta tindakan WP terhadap peraturan
perpajakan. Dalam penelitian ini, teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1991)
memberikan kerangka untuk memahami bagaimana niat WP dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sikap
terhadap pajak, persepsi kontrol atas perilaku membayar pajak, dan norma-norma sosial di sekitarnya.
Selain itu, teori keadilan, yang mencakup keadilan horizontal dan vertikal, menjelaskan bahwa persepsi WP
terhadap keadilan sistem perpajakan juga berperan penting dalam menentukan kepatuhan mereka. Di
lapangan, rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat dikaitkan dengan kurangnya rasa keadilan yang
dirasakan oleh WP, baik dalam hal tarif pajak yang tidak proporsional maupun pelayanan dari DJP yang
dianggap tidak memadai. Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi, yaitu
penelitian Mangonting et al. (2021). Keterbaharuan penelitian ini terletak pada objek penelitian, di mana
terdapat dua lokasi yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada KPP Pratama Singosari
dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Melaka. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat penelitian
sebelumnya dengan menambahkan objek penelitian baru.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh
beberapa variabel terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif digunakan karena fokus
penelitian ini adalah pada pengumpulan dan analisis data berbasis angka, yang memungkinkan peneliti
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untuk menjawab pertanyaan penelitian secara obyektif dan terukur. Penelitian ini juga mengacu pada
dimensi teori perilaku terencana, dengan beberapa variabel yang menjadi fokus utama, yaitu sosialisasi dan
edukasi perpajakan, pelayanan fiskus, pemeriksaan fiskus, dan sanksi perpajakan sebagai variabel
independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Variabel-variabel ini dipilih karena
dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak, khususnya dalam konteks
kepatuhan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui survei kuesioner yang disebarkan
secara digital menggunakan platform Google Form. Kuesioner tersebut terdiri dari dua versi, yaitu versi
dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan untuk responden di Indonesia, dan versi dalam Bahasa Inggris yang
telah diterjemahkan dengan bantuan akademisi untuk responden di Malaysia. Penggunaan dua bahasa
dalam kuesioner ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden dari kedua negara dapat memahami
pertanyaan dengan jelas, sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria spesifik. Kriteria
tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) non karyawan atau yang melakukan pekerjaan bebas,
serta wajib pajak yang secara mandiri menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang harus
dibayarkan. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan dapat mengumpulkan data dari responden yang
benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu populasi di Indonesia dan populasi di
Malaysia. Di Indonesia, populasi penelitian adalah WP OP yang melakukan pekerjaan bebas dan kegiatan
usaha di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Singosari. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang pada tahun
2023, jumlah WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Singosari adalah 10.685 orang. Sementara itu, populasi
di Malaysia terdiri dari WP OP yang terdaftar di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Melaka, dengan
jumlah populasi sekitar 1.3 juta menurut laporan Chung (2023). Pemilihan dua lokasi penelitian ini
didasarkan pada perbedaan karakteristik dan kebijakan perpajakan di kedua negara, yang diharapkan
dapat memberikan wawasan komparatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari survei kuesioner akan dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik
yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Langkah pertama dalam analisis adalah melakukan uji
validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat
diandalkan dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Setelah itu, analisis regresi akan digunakan
untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen, yaitu sosialisasi dan edukasi perpajakan, pelayanan
fiskus, pemeriksaan fiskus, dan sanksi perpajakan, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib
pajak. Dalam pengukuran variabel, skala Likert dengan lima tingkat jawaban digunakan, yaitu Sangat Setuju
(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala ini dipilih karena mampu
memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sikap responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

Pengukuran Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan (Variabel Independen): Diukur melalui tingkat partisipasi WP
dalam program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, berdasarkan frekuensi dan
kualitas partisipasi.

b. Pelayanan Fiskus (Variabel Independen): Diukur melalui persepsi WP terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan oleh petugas pajak, termasuk kecepatan, kejelasan, dan kemudahan dalam proses
perpajakan.

c. Pemeriksaan Fiskus (Variabel Independen): Diukur melalui pengalaman WP terkait pemeriksaan
pajak, termasuk seberapa sering WP diperiksa dan dampak dari pemeriksaan tersebut terhadap
kepatuhan mereka.

d. Sanksi Perpajakan (Variabel Independen): Diukur berdasarkan pengetahuan WP tentang sanksi yang
dikenakan jika mereka tidak mematuhi peraturan perpajakan, serta pengalaman mereka terkait
penerapan sanksi.

e. Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen): Diukur melalui tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi
kewajiban perpajakan mereka, yang mencakup pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu serta
secara akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Penentuan sampel yang ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan populasi sejumlah
10.685 dan margin of error sebesar 10%, penggunaan margin of error sebesar 10% digunakan karena
pemilihan sampel yang telah dipersempit dengan kriteria yang dijelaskan sebelumnya. Didapatkan sampel
sejumlah 100 orang untuk sampel yang terdapat pada Indonesia, untuk sampel yang digunakan di Malaysia
menggunakan rumus slovin dengan jumlah populasi sejumlah 1.300.000 dan margin of error sebesar 10%
dan didapatkan sampel sejumlah 100 orang.

N
ne—o
(1+ (N xe?)
Keterangan
N = Populasi
e = Margin of error
n = Ukuran sampel yang dicari
Penentuan Sampel Indonesia
n=N/(1+(Nxe2)
n=10.685/(1+ (10.685x0,12)
n=10.685/(1+ (10.685x 0,01)
n=10.685/(1+ 106,85)
n=10.685/107,85
n=99,07 (Pembulatan menjadi 100)

Penentuan Sampel Malaysia
n=N/(1+ (Nxe2)

n =1.300.000 / (1 +(1.300.000 x 0,12)
n =1.300.000 / (1 +(1.300.000 x 0,01)
n=1.300.000 /(1 + (13.000)
n=1.300.000 /13.001

n=99,99 (Pembulatan menjadi 100)

Penelitian ini menggunakan metode analisis uji analisis regresi linear berganda sebagai pengukur
pengaruh antar variabel, menurut Ghozali (2018) mengatakan bahwa regresi linear berganda dilakukan
untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, hal
ini selaras dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen,
yaitu sosialisasi dan edukasi, pelayanan, sanksi, dan pemeriksaan perpajakan terhadap variabel dependen
yaitu kepatuhan pajak. Untuk menguji besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh
variabel independen digunakan pengujian uji koefisien determinasi, menurut Bahri (2018) menyatakan
bahwa koefisien determinasi (R2) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh
variabel independen terhadap dependen. Pada penelitian ini digunakan Uji F untuk dapat menilai pengaruh
dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, menurut Sugiyono
(2014) Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Untuk menguji
apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika digunakan Uji
T untuk melakukan nya, menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa Uji T merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.
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Malaysia

(Melzks)

Sosialisasi Sosialisasi __
Sanksi Pajak dan Edukasi Pe;z'\':knan Pan;)ani;au Sanksi Pajak dan Edukasi PE;:E“ Pen;e:}.:k.zm
Pajak = Y Pajak

Kepatuban Pajak

Gambar 1. Model Konsep Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas KPP Pratama Singosari

Unstandardized
Residual
N 100
Normal Parameters Mean .0000000
Std. Deviation 2.00370627
Most extreme differences Absolute .036
Positive .036
Negative -.030
Test Statistic .036
Asymp. Sig. (2-tailed) 200

Sumber : Data Peneliti

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan Sanksi Pajak, Sosialisasi dan Edukasi Pajak,
Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Sampel yang terlibat
dalam penelitian ini masing-masing terdiri dari 100 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner
secara online. Sebelum menganalisis data, peneliti telah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas
terhadap 30 responden awal. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi keabsahan
data yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi
berganda melalui penggunaan perangkat lunak IBM SPSS Stastitics.

Deskripsi Karakteristik Responden.

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan di dua negara, beberapa karateristik terkait dengan
sampel penelitian dapat diidentifikasi. Pada kuesioner yang disebar pada responden KPP Pratama Singosari
menunjukan karakteristik responden berdasarkan usia dengan hasil responden sebanyak 3 orang dengan
usia 18 hingga 25 tahun, lalu untuk usia 26 hingga 35 tahun sebanyak 84 orang, untuk usia 36 hingga 47
tahun sebanyak 11 orang, dan di atas usia 47 tahun sebanyak 2 responden. Untuk responden yang terdapat
pada LHDN Melaka, terdapat 10 responden dengan usia 18 hingga 25 tahun, untuk rentang usia 26 hingga
35 tahun terdapat 68 responden, untuk rentang usia 36 hingga 47 tahun terdapat 22 responden, dan usia
di atas 47 tahun tidak ada responden. Dengan sebaran tersebut diketahui bahwa banyak responden yang
mengisi kuesioner dengan rentang usia 26 hingga 35 tahun.

Data yang berhasil dikumpulkan yang mengemukakan hasil dari kuesioner yang melihat pendapatan
perbulan dari para responden (lampiran 1 dan 2) memberikan paparan informasi dari pendapatan bulanan
responden, dari informasi yang didapatkan, diketahui bahwa untuk responden yang berada pada Indonesia
rata-rata berpenghasilan dengan rentang penghasilan perbulan Rp 5.000.000 hingga Rp 60.000.000,
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dengan frekuensi 84 responden dari 100 responden, untuk di Malaysia pendapatan rata-rata penghasilan
dengan rentang RM 418 hingga RM 2.916 dengan frekuensi 46 dari 100 responden.

Dari hasil kuesioner yang dibagikan menunjukan paparan terkait tingkat pendidikan responden yang
telah mengisi kuesioner. Hasil kuesioner tersebut menunjukan pendidikan rata-rata responden KPP
Pratama Singosari adalah S1 dengan frekuensi sebesar 68 responden, selanjutnya ditunjukkan pendidikan
rata-rata responden pada LHDN Melaka (lampiran 4) adalah Undergraduate atau setara dengan S1 dengan
frekuensi sebesar 50 responden dari 100 responden. Dari karakteristik responden yang telah di paparkan
dapat dikatakan memiliki persamaan untuk banyak nya pendidikan rata-rata responden adalah S1 atau
Undergraduate, untuk jumlah pendapatan Indonesia dapat dikatakan lebih unggul, karena lebih banyak
responden Indonesia yang memiliki penghasilan perbulan dengan rentang pendapatan Rp 5.000.000 hingga
Rp 60.000.000 dengan jumlah responden 84 orang.

Validitas dan Reliabilitas Indonesia Berdasarkan Pendapatan

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana instrumen pengukuran mampu mengukur secara
akurat apa yang seharus nya diukur dan uji reliabelitas dugunakan untuk untuk mendapatkan informasi
yang dapat diandalkan sebagai sarana pengumpulan data yang dapat mengungkapkan informasi yang
akurat yang terjadi di lapangan. Ghozali (2009) menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur
sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sugiharto et al., (2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk
pada suatu pengertian instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang
digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang
sebenarnya di lapangan. Hasil uji tersebut dapat dikatakan valid jika setiap nilai pernyataan lebih besar nilai
nya dari pada 0.361 atau R Hitung lebih besar nilai nya dari R Tabel dan dari uji yang telah dilakukan pada
kedua tempat dinyatakan valid.

Pada lampiran 5, sistem pernyataan di setiap variabel yang mempengaruhi untuk responden, hasil
nya dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan masing-masing variabel dikatakan valid karena R Hitung
yang melebihi R tabel dengan nilai 0.361. Untuk item pernyatan pada X1 nilai R Hitung yang paling besar
dengan nilai 0.609 terdapat pada X1.6 dengan pernyataan “Sanksi Pajak yang berlaku saat ini memberatkan
wajib pajak” hal ini memberikan arti bahwa responden di Indonesia merasa sanksi pajak yang berlaku saat
ini memberatkan wajib pajak, maka dari itu responden memilih untuk mematuhi peraturan pajak dibanding
harus terkena sanksi pajak yang dapat dikatakan memberatkan bagi para wajib pajak. Selanjutnya pada
item pernyataan X2 dengan nilai R Hitung paling besar terdapat pada item pernyataan X2.2 dengan nilai
0.664 dengan pernyataan “KPP Pratama Singosari memberikan informasi yang up-to-date kapan akan
diadakannya sosialisasi perpajakan” hal ini mengartikan bahwa para WP merasa bahwa KPP Pratama
Singosari sudah melakukan kewajibannya sebagai lembaga pajak untuk mensosialisasikan terkait
perpajakan dengan memberikan informasi kapan akan dilaksanakannya sosialisasi terkait perpajakan.
Untuk item pernyataan pada X3 nilai R Hitung yang terdapat pada item X3.8 dengan nilai 0.606 dengan
pernyataan “Petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas” hal ini mengartikan bahwa menurut para
responden, petugas pajak telah melakukan tugas nya dengan cakap pada masing-masing bidang pekerjaan
yang ada, dalam pelayanan maupun pemeriksaan. Pada X4 diketahui bahwa item pernyataan X4.6 dengan
besaran R Hitung yaitu 0.663 dan pernyataan tentang “Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong
wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu” pernyataan ini mengartikan bahwa responden atau WP
patuh terkait perpajakan dikarenakan ada dorongan eksternal yaitu pemeriksaan, yang jika muncul
pemeriksaan WP akan merasa melakukan kesalahan dan akan dikenakan sanksi, dan sanksi tentu akan
lebih memberatkan bagi WP.

Pada lampiran 6 berisi tentang item pernyataan di setiap variabel yang mempengaruhi responden
Melaka. Diketahui bahwa nilai R Hitung yang paling besar pada X1 adalah X1.13 dengan nilai sebesar 0.655
dan pernyataan tentang “Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan” ini mengartikan bahwa WP di
Malaysia lebih mendukung untuk diterapkan nya sanksi perpajakan. Untuk X2 item pernyataan dengan nilai
R Hitung terbesar terdapat pada X2.8 dengan nilai R Hitung sebesar 0.552 dan pernyataan tentang
“Sosialisasi pajak memberikan pengertian dan penjelasan tentang pajak kepada Wajib Pajak” ini
menandakan bahwa responden di Malaysia merasa sosialisasi perpajakan memang memberikan manfaat
bagi para WP untuk dapat memahami kebijakan-kebijakan perpajakan. Pada item pernyataan X3 nilai R
Hitung terbesar terdapat pada item pernyataan X3.7 dengan besaran nilai 0.537 dan pernyataan tentang
“Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam
menyelesaikan kewajiban pajaknya” hal ini menandakan bahwa WP Malaysia merasa bahwa petugas pajak
mampu untuk membantu mereka menyelesaikan kewajiban pajak nya dengan pengetahuan tentang
kebijakan-kebijakan perpajakan yang berlaku. Untuk item pernyataan dalam X4 item pernyataan pada
X4.15 memiliki R Hitung yang paling besar dengan nilai 0.566 dan pernyataan tentang “Menyampaikan
kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak” WP di Malaysia merasa ketika pemeriksaan terjadi petugas
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pajak sudah melakukan nya sesuai prosedur dengan memberikan kuesioner pemeriksaan kepada WP untuk
nantinya diolah data nya oleh petugas pajak, dengan begitu petugas pajak juga mengetahui masalah dari
WP ketika terdapat pemeriksaan pajak. Pada lampiran 7 dan 8 terdapat Uji Reliabilitas jika nilai
Cronchbach’s Alpha lebih dari 0.60 maka indikator dapat dianggap reliabel, dan dapat diketahui bahwa di
kedua tempat masing-masing item variabel dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas. Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk
menganalisis apakah model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika sebaran data mengikuti
garis diagonal, maka model regresi dapat dianggap memenuhi normalitas. Selain itu, uji normalitas juga
dapat dinilai melalui nilai Kolmogorov-Smirnov, yang dianggap sesuai jika nilainya > 0,05 (Ghozali, 2005).
Pada tabel 1 dan 2 menunjukan Uji Normalitas pada hasil kuesioner yang telah disebar. Dengan
menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 1, terlihat bahwa nilai signifikansi asimetri (asym.
Sig.) adalah 0.200, yang lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05, oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini untuk responden KPP Pratama Singosari terdistribusi secara
normal. Pada Tabel 2 terlihat juga bahwa nilai signifikansi asimetri sebesar 0.200, yang lebih besar dari nilai
signifikansi yang ditetapkan sebesar 0.05 dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dan
dinyatakan data dalam penelitian ini untuk responden pada LHDN Melaka juga terdistribusi secara normal.

Uji Multikolineritas. Uji ini dilakukan dilakukan untuk memverifikasi apakah terdapat korelasi antara
variabel bebas dalam sebuah model regresi. Untuk mengidentifikasi keberadaan multikolinieritas, perlu
diperhatikan bahwa nilai toleransi (tolerance) seharusnya di atas 0,01 dan nilai Faktor Inflasi Varians (VIF)
seharusnya di bawah 10 (Ghozali, 2016). Pada hasil uji pada Tabel 3 yaitu uji multikolineritas pada
responden KPP Pratama Singosari menunjukan bahwa variabel (X1), (X2), (X3) dan (X4) memenubhi kriteria
dengan nilai toleransi yang lebih besar dari atau sama dengan 0.01 dan nilai Faktor Inflasi Varians (VIF)
yang lebih kecil dari atau sama dengan 10. Oleh karena itu, variabel independen dalam penelitian ini dapat
dianggap bebas dari masalah multikolinieritas. Untuk uji multikolinieritas responden LHDN Melaka
disajikan pada Tabel 4, diketahui bahwa variabel yang mempengaruhi (X1), (X2), (X3), dan (X4) memenuhi
kriteria dengan nilai toleransi yang lebih besar dari atau sama dengan 0.01 dan nilai VIF yang lebih kecil
dari atau sama dengan 10 sehingga, variabel independen dalam penelitian ini dianggap tidak terpengaruh
oleh multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyatakan bahwa varians atau sebaran dari residu
harus tetap atau konstan pada setiap tingkat variabel independen yang digunakan dalam model regresi.
Ketetapan sebaran residu menunjukkan bahwa model regresi memberikan estimasi yang konsisten dan
tepat pada setiap tingkat variabel prediktor. Untuk memeriksa heteroskedastisitas, pengujian dapat
dilakukan dengan mengamati plot antara nilai prediksi variabel terikat atau dependen dan residunya. Jika
pola titik-titik membentuk pola yang teratur (seperti gelombang atau perubahan lebar, ini menandakan
adanya heteroskedastisitas, dengan kondisi tersebut maka asumsi heteroskedastisitas tidak terpenubhi,
namun jika tidak terdapat pola yang jelas pada plot tersebut, dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada indikasi heterokedasitas dan asumsi heterkedasitas terpenuhi. Oleh
karena itu penting untuk memeriksa dipaparkan dalam Gambar 2 dan 3 untuk hasil uji heterokedasitsas.

Scatterplot
Dependent Variable: Y

Regression Studentized Residual
.
’
’

4

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas KPP Pratama Singosari
Sumber: Data Peneliti
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Scatterplot
Dependent Variable: Y
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Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas LHDN Melaka
Sumber: Data Peneliti

Analisis Regresi Linear Berganda. Bertujuan untuk menguji dan melihat pengaruh hubungan antara
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linear
bergana merupakan metode untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu
variabel dependen. Pada Tabel 5 dan 6 memaparkan tentang hasil uji analisis linear berganda. Tabel 5
menunjukan hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = 3.720 + 0.355 (X1) + 0.171 (X2) + 0.090 (X3) + 0.251 (X4)

Dengan persamaan tersebut dapat diuraikan bahwa dengan nilai konstanta 3.720 pada responden
KPP Pratama Singosari menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X1), Sosialisasi dan edukasi (X2),
pelayanan pajak (X3), dan pemeriksaan pajak (X4) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu
kepatuhan pajak, untuk nilai koefisien regresi tersebut menggambarkan dampak perubahan satu satuan
pada variabel yang bersangkutan terhadap variabel return (Y), dengan asumsi variabel lain tetap, jika
diperinci lebih dalam adalah koefisien 0.355 untuk sanksi pajak (X1) menandakan jika sanksi pajak
meningkat satu satuan dengan variabel lainnya konstan , maka return (Y) akan naik sebesar 0.355 satuan,
untuk variabel lainnya yaitu sosialisasi dan edukasi (X2) dengan koefisien 0.171, menandakan bahwa
peningkatan satu satuan pada variabel tersebut dengan variabel lainnya konstan akan berdampak pada
return (Y) sebesar 0.171, untuk koefisien 0.090 pada pelayanan pajak (X3) jika menunjukan peningkatan
satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka return (Y) akan naik sebesar 0.090, dan koefisien 0.251
untuk pemeriksaan pajak (X4) jika meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka
return (Y) akan naik sebesar 0.251 satuan. Pada Tabel 6 menunjukkan hasil persamaan uji analisis regresi
linear berganda pada responden LHDN Melaka, dengan hasil persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut:

Y = 15.503 (X1) + 0.117 (X2) + 0.056 (X3) + 0.254 (X4)

Dengan persamaan tersebut dapat diuraikan bahwa dengan nilai konstanta 3.720 pada responden
Indonesia menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X1), Sosialisasi dan edukasi (X2), pelayanan pajak
(X3), dan pemeriksaan pajak (X4) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan pajak, untuk
nilai koefisien regresi tersebut menggambarkan dampak perubahan satu satuan pada variabel yang
bersangkutan terhadap variabel return (Y), dengan asumsi variabel lain tetap, jika diperinci lebih dalam
adalah koefisien 15.503 untuk sanksi pajak (X1) menandakan jika sanksi pajak meningkat satu satuan
dengan variabel lainnya konstan, maka return (Y) akan naik sebesar 15.503 satuan, untuk variabel lainnya
yaitu sosialisasi dan edukasi (X2) dengan koefisien 0.117, menandakan bahwa peningkatan satu satuan
pada variabel tersebut dengan variabel lainnya konstan akan berdampak pada return (Y) sebesar 0.117,
untuk koefisien 0.056 pada pelayanan pajak (X3) jika menunjukan peningkatan satu satuan dan variabel
lainnya konstan, maka return (Y) akan naik sebesar 0.056, dan koefisien 0.254 untuk pemeriksaan pajak
(X4) jika meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka return (Y) akan naik sebesar
0.254 satuan.

Uji Determinasi (R2). Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh
mana variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau
variabel terikat. Berdasarkan data dalam
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Tabel 2. Hasil Uji Normalitas LHDN Melaka

Unstandardized Residual

N 100
Normal Parameters Mean .0000000
Std. Deviation 1.63640443
Most extreme differences Absolute .057
Positive .056
Negative -.057
Test Statistic .057
Asymp. Sig. (2-tailed) .200

Sumber: Data Peneliti.

Tabel 2, diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 0,498. Hal ini mengindikasikan bahwa
variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 49,8%. Dalam interpretasi ini, dapat
diartikan bahwa pengaruh yang berasal dari Sanksi Pajak, Sosialisasi dan Edukasi Pajak, Pelayanan Pajak
dan Pemeriksaan Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak mencakup 49,8% dari variasi variabel
terikat. Sisanya, yaitu 50.2%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini,
hal ini menandakan bahwa responden di Indonesia melihat jika variabel sanksi maupun pemeriksaan serta
pelayanan pajak dan sosialisasi pajak lebih memiliki pengaruh yang cukup besar untuk para WP mematuhi
peraturan perpajakan maupun menyetorkan kewajiban perpajakannya. Berbanding terbalik dengan respon
den pada LHDN Melaka, dimana pada Tabel 8 diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 0,297. Hal ini
mengindikasikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 29,7%. Dalam
interpretasi ini, dapat diartikan bahwa pengaruh yang berasal dari Sanksi Pajak, Sosialisasi dan Tabel 1.
Hasil Uji Multikolineritas KPP Pratama SingosariEdukasi Pajak, Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan Pajak
dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak mencakup 29,7% dari variasi variabel terikat. Sisanya, yaitu 70,3%,
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, hal ini menandakan responden
di Malaysia tidak melihat jika variabel sanksi maupun pemeriksaan serta pelayanan pajak dan sosialisasi
pajak memiliki pengaruh yang cukup kecil untuk para responden di Malaysia terpengaruh untuk mematuhi
kebijakan perpajakan nya maupun kepatuhan dalam menyetorkan kewajiban pajak nya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas KPP Pratama Singosari

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
Sanksi Pajak (X1) .645 1.549
Sosialisasi dan Edukasi (X2) 711 1.407
Pelayanan Pajak (X3) .556 1.798
Pemeriksaan Pajak (X4) 432 2.313

Sumber: Data Peneliti.

Uji T. Uji T berguna menganalisis variabel bebas secara individual memengaruhi atau tidak pada
variabel terikat. Dimana jika nilai sig > 0,05 maka terdapat pengaruh atara variabel X terhadap Y, begitu
juga sebaliknya (Ghozali, 2018). Pada Tabel 3 yang menunjukkan hasil dari uji t untuk responden pada KPP
Pratama Singosari menunjukkan beberapa hasil uji variabel independen yaitu sanksi, sosialisasi dan
edukasi, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Dari hasil
uji yang telah dilakukan didapatkan beberapa hasil. Untuk hasil uji pengaruh parsial menunjukkan bahwa
variabel sanksi pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Tabel 9 memiliki nilai signifikansi sebesar 0.001,
dengan t-hitung sebesar 3.436. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari
variabel sanksi pajak lebih rendah daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Ini menunjukkan
bahwa semakin ketatnya penerapan sanksi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
maupun DJP, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak individu di Singosari dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan mereka. Menurut Sasmita (2013) menyatakan bahwa pengaruh positif ini
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menunjukkan bahwa semakin baik dan tegasnya sanksi pajak yang diterapkan, maka akan menurunkan
tingkat ketidak patuhan WP. Hipotesis yang diterima ini menyiratkan bahwa sanksi pajak yang
diberlakukan oleh pihak berwenang pajak memberikan dorongan kepada WP individu untuk mematuhi
kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sanksi pajak yang diberlakukan oleh otoritas pajak di Indonesia
dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan WP untuk mematuhi kewajiban
perpajakan mereka. WP menganggap bahwa sanksi pajak sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh
mereka yang tidak mematuhi aturan, sehingga sanksi ini mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya untuk variabel sosialisasi dan edukasi pajak berdasarkan hasil uji Pengaruh parsial pada
Tabel 9 variabel Sosialisasi dan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, diperoleh nilai signifikansi
sebesar 0.190 dengan t-hitung sebesar 1.319. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi
variabel Sosialisasi dan Edukasi Pajak (0.001) lebih besar daripada tingkat signifikansi o yang ditetapkan
sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi dan Edukasi Pajak tidak memiliki
pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Menurut Ananda et., al (2015) Sosialisasi dapat dijelaskan sebagai
proses pembelajaran norma, nilai, dan perilaku seseorang dengan tujuan menghasilkan perubahan yang
memungkinkan organisasi menjadi lebih efisien. Ketika diterapkan dalam konteks perpajakan, sosialisasi
merupakan upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pajak.
Namun, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak yang
signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Singosari. Tidak berpengaruhnya sosialisasi
ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain. Salah satu faktor yang teridentifikasi dalam penelitian ini
terkait dengan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan melalui media sosial yang dinilai kurang efektif
karena tidak semua WP aktif dalam menggunakan platform media sosial tersebut.

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda KPP Pratama Singosari

Variabel Unstandardized  Coefficients
B Std. Error
(Constant) 3.720 6.285
Sanksi Pajak (X1) 0.355 0.103
Sosialisasi dan Edukasi (X2) 0.171 0.130
Pelayanan Pajak (X3) 0.090 0.110
Pemeriksaan Pajak (X4) 0.251 0.079

Sumber: Data Peneliti.

Untuk variabel pelayanan pajak, dari hasil uji t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih
kecil dari nilai t tabel (0.822<1.660) dan nilai signifikansi yang lebih besar daripada nilai signifikan 5%
(0.413 > 0.05) Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak yang optimal dari instansi pajak adalah faktor penting untuk
menarik perhatian wajib pajak, dan wajib pajak berhak menerima pelayanan yang baik dan sudah
sepatutnya fiskus wajib untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik dapat
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar responden memberikan tanggapan positif
dalam kuesioner terkait kualitas pelayanan pajak di KPP Pratama Singosari. Tidak berpengaruhnya variabel
pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak pada WP juga disebabkan oleh fakta bahwa pajak dianggap
sebagai kewajiban oleh undang-undang yang berlaku dan jika tidak dibayarkan maka akan menjadi hutang
yang perlu dibayarkan dikemudian hari jika tidak maka akan muncul sanksi yang membuat kewajiban pajak
bertambah.

Variabel berikutnya adalah pemeriksaan pajak, yang dimana berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9
menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai signifikan 5% (0.002 < 0.05). Pemeriksaan
pajak memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak dengan sendirinya akan
melaporkan dan menyetorkan tagihan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak pajak. Hasil
dari pemeriksaan pajak dapat menyebabkan hukuman atau sanksi bagi wajib pajak yang melanggar
peraturan pajak. Ancaman sanksi ini dapat menjadi dorongan tambahan untuk mematuhi peraturan pajak.
Pemeriksaan pajak juga dapat meningkatkan kesadaran WP tentang kewajiban mereka. Mereka mungkin
menjadi lebih sadar akan aturan pajak dan lebih berhati-hati dalam melaporkan penghasilan dan
menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan masalah pajak di masa depan.
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Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda LHDN Melaka

Variabel Unstandardized  Coefficients
B Std. Error
(Constant) 15.503 7.548
Sanksi Pajak (X1) 0.227 0.091
Sosialisasi dan Edukasi (X2) 0.117 0.099
Pelayanan Pajak (X3) 0.056 0.090
Pemeriksaan Pajak (X4) 0.254 0.071

Sumber: Data Peneliti

Selanjutnya untuk responden yang terdapat di Melaka ditunjukkan pada Tabel 9 yang menunjukkan
hasil Uji T dari responden pada Lembaga Hasil Dalam Negeri Melaka. Untuk hasil dari Uji T tersebut dapat
diketahui pengaruh dari variabel pengaruh terhadap variabel terpengaruh. Variabel sanksi pajak dengan
hasil uji yang telah dipaparkan pada Tabel 9 menunjukkan jika hasil uji pengaruh parsial variabel sanksi
pajak terhadap Kepatuhan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.014, dengan t-hitung sebesar 2.054.
Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak lebih rendah
daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak
memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Ini mengindikasikan bahwa semakin ketatnya
penerapan sanksi perpajakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, semakin tinggi tingkat kepatuhan WP
individu di Malaysia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hipotesis yang diterima ini
menyiratkan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan oleh pihak berwenang pajak memberikan dorongan
kepada WP individu untuk mematuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sanksi pajak yang
diberlakukan oleh otoritas pajak di KPP Pratama Singosari dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat
memengaruhi keputusan WP untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. WP menganggap bahwa
sanksi pajak sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan,
sehingga sanksi ini mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Determinasi KPP Pratama Singosari

Model R RSquare  Adjusted  Std. Error of
RSquare  the Estimate
1 0.706 0.498 0.477 2.04545

Sumber: Data Peneliti.

Hasil uji pengaruh parsial menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi dan Edukasi Pajak memiliki nilai
signifikansi sebesar 0.240, yang lebih besar daripada tingkat signifikansi a yang ditetapkan. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi dan Edukasi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan
Pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan belum berjalan dengan baik karena
tidak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Semakin tinggi intensitas
sosialisasi yang dilakukan, saharusnya diikuti dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib
pajak. Sosialisasi dapat membantu wajib pajak memahami peraturan dan tata cara perpajakan, sehingga
mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh media sosial
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang terkhusus di Kota Melaka yang terlihat tidak aktif untuk
melakukan unggahan untuk memberikan edukasi maupun sosialisasi terkait pajak kepada para WP yang
mengikuti akun sosial media tersebut.

Tabel 7. Hasil Determinasi LHDN Melaka

Model R RSquare  Adjusted Std. Error of
R Square the Estimate
1 0.545 0.297 0.267 1.67050
Sumber : Data Peneliti
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Selanjutnya untuk hasil Uji T variabel pelayanan pajak pada fiskus di Melaka yang dipaparkan dalam
Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t-hitung (0.618) lebih kecil daripada nilai t-tabel (1.660) dan nilai
signifikansi (0.538) lebih besar daripada nilai signifikansi 5% (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun
pelayanan pajak yang optimal dari instansi pajak dianggap penting untuk menarik perhatian wajib pajak
dan wajib pajak berhak menerima pelayanan yang baik, hasil uji ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini,
kualitas pelayanan pajak tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terlebih lagi
dikutip dari ulasan yang diberikan oleh para WP di laman Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang
terkhusus di Kota Melaka tidak menunjukkan ulasan yang bagus, masih banyak kritik maupun saran yang
diberikan oleh para WP. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung (3.573) lebih besar daripada nilai t-
tabel (1.660) dan nilai signifikansi (0.001) lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% (0.05). Hal ini
mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa pemeriksaan pajak memiliki dampak yang besar
terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji ini menunjukkan bahwa dalam situasi ini, pemeriksaan pajak mungkin
secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan faktor-faktor seperti persepsi risiko, efektivitas
pengawasan, dan ketidakpastian peraturan pajak mungkin lebih berperan dalam dinamika kepatuhan
pajak.

Diketahui hasil pengujian di kedua daerah variabel sosialisasi dan edukasi serta pelayanan
perpajakan tidak mempengaruhi para WP untuk patuh terhadap kebijakan pajak maupun kewajiban pajak
nya, diketahui melalui sosial media yang digunakan untuk fiskus pajak yaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri
(LHDN) tidak terlalu aktif memberikan sosialisasi dan edukasi melalui sosial media maupun sosialisasi
langsung ke masyarakat, hal tersebut yang mempengaruhi mengapa variabel sosialisasi dan edukasi pajak
tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, pada KPP Pratama Singosari sendiri variabel tersebut juga tidak
mempengaruhi, karena masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPP Pratama Singosari tidak terlalu
aktif menggunakan sosial media, tetapi fiskus pajak telah aktif menggunakan sosialisasi dan edukasi
menggunakan sosial media yang ada. Untuk variabel pelayanan pajak, di Malaysia sendiri tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak, dilihat dari ulasan website LHDN Melaka
tidak terlalu proaktif untuk membantu para WP terkait dengan perpajakannya, selanjutnya variabel
pelayanan pajak juga tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak, dikarena kan
anggapan bahwa pelayanan pajak memang sudah menjadi standar wajib yang perlu diberikan dengan
maksimal. Untuk variabel sanksi pajak dan pemeriksaan perpajakan menunjukkan hasil berpengaruh, hal
ini menunjukkan jika responden lebih patuh jika akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi peraturan
perpajakan yang ada, jika sudah dilakukan pemeriksaan pajak maka potensi muncul nya sanksi juga besar,
dan WP lebih takut untuk mendapatkan pemeriksaan dan sanksi pajak karena akan memberatkan WP
dengan membayar denda yang jauh lebih besar dibanding dengan membayar kewajiban pajak secara rutin
setiap satu tahun sekali.

Dari hasil Uji Determinasi (R2) yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel pengaruh yaitu
sanksi pajak, sosialisasi dan edukasi, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak tidak cukup mempengaruhi
kepatuhan pajak pada responden di Melaka, karena hasil yang didapatkan melalui Uji Determinasi variabel
pengaruh hanya mempengaruhi sebesar 29,7%, berbanding terbalik pada hasil Uji Determinasi pada
responden KPP Pratama Singosari yang memiliki hasil sebesar 49,8% yang mengartikan bahwa variabel
pengaruh yang ada dapat mempengaruhi WP untuk dapat mematuhi kebijakan perpajakan maupun
kewajiban pajaknya.

4. Simpulan

Hasil uji yang dilakukan pada responden KPP Pratama Singosari dan LHDN Melaka menunjukkan jika
variabel sosialisasi dan edukasi pajak serta pelayanan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan jika teori perilaku terencana kurang tepat digunakan
untuk variabel sosialisasi, untuk variabel tersebut dapat digunakan teori difusi-inovasi yang dikembangkan
oleh Rogers (1962) terkait dengan proses komunikasi berketerusan dan konsisten dapat mempengaruhi
sikap dan pemikiran masyarakat, diperkuat dengan adanya informasi yang menjelaskan bahwa LHDN
Melaka tidak terlalu aktif memberikan sosialisasi dan edukasi melalui sosial media ataupun secara
langsung. Hal serupa terjadi pada KPP Singosari yang kurang aktif dalam melakukan sosialisasi pada sosial
media. Untuk variabel pelayanan pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WP di
Singosari maupun Melaka, hal ini menunjukkan teori perilaku terencana kurang tepat untuk digunakan, dan
dapat menggunakan teori tentang pelayanan publik, hal tersebut diperkuat dengan anggapan WP bahwa
pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur, hal ini yang menyebabkan KPP Singosari kurang
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dalam mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan, terlebih lagi anggapan bahwa pajak adalah kewajiban
yang diatu dalam undang-undang yang harus dipenuhi dan bila tidak dipenuhi maka akan menjadi hutang.
Untuk variabel pelayanan pada Melaka, dihimpun dari ulasan yang terdapat pada situs pencarian untuk
LHDN Melaka, pelayanan yang dilakukan pada kantor pajak kurang aktif membantu para wajib pajak dalam
menyelesaikan permasalahan mengenai perpajakan, dan masih banyak keluhan dan kritik yang diberikan
oleh WP terkait pelayanan perpajakan, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya pengaruh antara
pelayanan perpajakan dengan kepatuhan pajak. Namun, variabel sanksi pajak dan pemeriksaan perpajakan
memiliki dampak yang lebih besar, menunjukkan bahwa wajib pajak lebih patuh ketika terdapat ancaman
sanksi dan pemeriksaan pajak yang jika keduanya muncul dapat memberikan kerugian yang lebih besar
dibandingkan dengan para WP untuk membayarkan kewajiban perpajakannya tepat waktu.
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